BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan mengenai pengaruh akuntabilitas sektor publik dalam menunjang penerimaan pajak daerah (pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung), maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akuntabilitas sektor publik pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung sangat baik, hal ini didukung oleh akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.
2. Realisasi penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung lebih besar sekitar 7,89% diatas yang ditargetkan. Secara nominal realisasi penerimaan tertinggi diperoleh dari pajak pajak Hotel dan yang terendah dari pajak rumah kost. Sementara dari sisi pencapaian target, realisasi penerimaan tertinggi adalah pada  pajak reklame dan yang terendah adalah pada pajak Parkir dan Hiburan.
3. Berdasarkan hasil penelitian tebukti bahwa pelaksanaan akuntabilitas sektor publik pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung berperan dalam menunjang penerimaan pajak daerah. Besarnya koefisien korelasi antara pelaksanaan akuntabilitas sektor publik dalam menunjang penerimaan pajak daerah adalah 0,779 serta besar peranan akuntabilitas sektor publik dalam menunjang penerimaan pajak daerah adalah sebesar 60.6%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas sektor publik berperan penting dalam menunjang penerimaan pajak daerah dan termasuk dalam kategori korelasi yang kuat. Adapun sisanya 39.4% dipengaruhi oleh faktor lain yang diduga seperti kinerja pegawai yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.
5.1. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, dimana akuntabilitas sektor publik telah terbukti berperan dalam menunjang penerimaan pajak daerah, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dan dapat dijadikan masukkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung sebagai berikut:

1. Pedoman peraturan perundang-undangan untuk penerimaan pajak daerah sebaiknya disosialisasikan, agar para pegawai patuh pada pedoman tersebut.
2. Tarif pajak daerah sebaiknya disesuaikan dengan penggunaan yang ada. Hal ini terkait dengan mengalokasikan hasil pajak daerah tidak tepat
3. Akuntabilitas sebaiknya ditingkatkan agar penerimaan pajak daerah lebih tepat sasaran.

.

DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim, (2004), Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Salemba Empat.

Gujarati, N. Damodar (2003), Basic Econometrics, fourth edition  McGraw-Hill,  New Yok
Ihyaul Ulum MD, (2004), Akuntansi Sektor Publik, Malang: Universitas Muhamadiyah.
Indra Bastian, (2002), Akuntansi Sektor Publik Indonesia, Penerbit Andi Yogyakarta.

Jonathan Sarwono, (2006), Panduan Cepat dan Mudah SPSS 14, Penerbit Andi Yogyakarta.

Mardiasmo, (2002), Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi Yogyakarta.

Mardiasmo, (2006), Perpajakan, Penerbit Andi Yogyakarta.

Marihot P. Siahaan (2005), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mursyidi, (2009), Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, Penerbit Refika Aditama Bandung.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006, Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV 

Alfabeta.

Umi Narimawati. 2007. Riset Manajemen Sumber Daya Manusia: Aplikasi Contoh dan Perhitungannya. Jakarta: Agung Media.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun2000, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Wuryan, Andayani. 2008. Audit Internal. Yogyakarta: BFE.

www.Dipendabandung.go.id
114

